BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 106

TAHUN 2022

Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 106 TAHUN 2022
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (4)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi
Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6809);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5286);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non
Kepegawaian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 254);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Pertanian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1275);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1277);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pedoman Retensi Arsip Urusan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala
Arsip Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1128);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 661);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penanaman
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 662);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Lingkungan
Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 663);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Perindustrian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 664);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 666);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2084);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 668);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2014
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2087);



19.

20.

21.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan
Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 118);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Penelitian,
pengkajian, pengembangan, perekayasaan, Penerapan serta
Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Tekhnologi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 167);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan
Perpustakaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 168);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan
Urusan Keamanan dan Ketertiban (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 169);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 364);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan
Keamanan Rakyat Urusan Persandian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 365);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Statistik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 873);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 874);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehaatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 875);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2015
tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat
Urusan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 551);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2017
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1819);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 170);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
Lembaga negara, pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan
perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib
dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah
daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan
atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi
tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai
kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai
pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Retensi Arsip Kepegawaian adalah jangka waktu penyimpanan
arsip mengenai arsip Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingka ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Retensi arsip pejabat negara adalah jangka waktu penyimpanan
arsip mengenai arsip perseorangan yang merupakan rekaman
perjalanan karier ASN yang diangkat sebagai pejabat negara.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota Lembaga negara
dan pejabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

JRA Keuangan adalah daftar yang berisi jenis arsip keuangan beserta
jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya
dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan.

JRA Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah
daftar yang berisi jenis arsip fasilitatif non keuangan dan non
kepegawaian beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai
dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman
penyusutan arsip.

Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian adalah
arsip yang berkaitan dengan bidang non keuangan/fiskal dan
non kepegawaian.
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15.

16.

17.

18.

(1)

(2)

(1)

(2)

. Arsip Substantif adalah arsip yang berkaitan dengan bidang non

keuangan/fiskal dan non kepegawaian yang diambil
berdasarkan pelaksanaan tugas pokok (substantif) yang berada
pada unit organisasi dilingkungan Perangkat Daerah yang
membidangi fungsi pokok.

Retensi Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip aktif di
unit pengolah.

Retensi Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktif
di unit kearsipan.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip
dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit
kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan
penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip
yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman
penyusutan Arsip yang berkaitan dengan Jadwal Retensi Arsip
Fasilitatif Fungsi Keuangan, Fungsi Kepegawaian, Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non
Kepegawaian dan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah:

a. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan
pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

b. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan daerah sebagai
suatu sistem yang komperhensif dan terpadu; dan

c. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

Pasal 3

JRA terdiri dari:
a. JRA Fasilitatif; dan
b. JRA Substantif.
JRA Fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi fungsi:
a. keuangan;
b. kepegawaian; dan
c. non keuangan dan non kepegawaian, meliputi urusan:

1. perencanaan pembangunan,;

2. penelitian, pengkajian dan pengembangan;
3. hukum;
4

organisasi dan ketatalaksanaan;



ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
hubungan masyarakat;
pendidikan dan pelatihan;

komunikasi dan informatika; dan

0 ® N oo

pengawasan.

(3) JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi bidang:

kehutanan;
kelautan dan perikanan;
pertanian;
perdagangan;
perindustrian;
koperasi dan usaha kecil menengah;
penanaman modal daerah;
lingkungan hidup;
perhubungan;
pembangunan desa tertinggal;
statistik;
persandian;

. perpustakaan;
kearsipan;
kesatuan bangsa dan politik;
pemerintahan daerah;
kependudukan dan catatan sipil; dan
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keuangan daerah.

(4) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jenis Arsip,
Retensi Arsip dan keterangan.

(5) JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1) JRA Fasilitatif Fungsi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam
penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip keuangan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) JRA Fasilitatif Fungsi Kepegawaian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan sebagai pedoman
dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan arsip
kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) JRA Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c
digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang
berkaitan dengan arsip non keuangan dan non kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Daerah.



(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

Pasal 5

JRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan untuk:
a. Retensi Aktif; dan

b. Retensi Inaktif.

Retensi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

ditetapkan dengan  pertimbangan untuk kepentingan
pertanggungjawaban di Unit Pengolah.

Retensi Inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditetapkan dengan pertimbangan untuk kepentingan Perangkat
Daerah.

Pasal 6

Retensi Aktif dihitung sejak arsip diciptakan dan diregistrasi
hingga pokok masalah pada naskah selesai diproses.

Retensi Inaktif dihitung sejak arsip selesai masa simpan aktifnya.

Pasal 7

JRA memuat rekomendasi terhadap arsip berupa keterangan:

a. musnah;

b. dinilai kembali; atau

Cc. permanen.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan pertimbangan:

a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir
retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna;

b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiiki
nilai guna kesejarahan;

c. keterangan dinilai kembali ditentukan pada arsip yang
dianggap  berpotensi menimbulkan sengketa atau
perselisihan.

Pasal 8

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

a.

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jadwal
Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif non Kepegawaian dan
non Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 148); dan

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2012 tentang Jadwal
Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012
Nomor 202);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 15 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,
ttd

H. LALU GITA ARIADI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

___‘___——-"‘-‘—F— B
LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002



